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ABSTRACT

In 1997 , through Law No. 23 of 1997 on Environmental Management ( UUPLH ) in Indonesia has introduced the mechanism of environmental dispute before the court as a representative , the filing of a lawsuit by a small group of people to act on behalf of the community in which a large number of disadvantaged on the basis of similarity of issues , facts and legal claims arising due to pollution and environmental destruction .

Civil formal or civil law is the legal rules governing the whole of how to ensure compliance with civil law material by means of the judge . Civil law is needed to regulate how rights claims should be submitted to the court , how the court should examine and give its decision and how the decision of the court should be implemented . Procedural law does not regulate the process of law enforcement outside of court . Although not governed by the procedural law , law enforcement efforts outside the court conducted in a fair and peaceful stay is required , so that the more alternatives that can be chosen by the search for justice in menuntutkan what they are entitled .
BAB I PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang Masalah
Hukum Perdata formil atau hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata diperlukan untuk mengatur tentang bagaimana tuntutan hak harus diajukan ke pengadilan, bagaimana pengadilan harus memeriksa dan memberi putusannya serta bagaimana putusan pengadilan harus dilaksanakan. Hukum acara tidak mengatur proses penegakan hukum di luar pengadilan. Meskipun tidak diatur oleh hukum acara, upaya-upaya penegakan hukum di luar pengadilan yang dilakukan secara adil dan damai tetap diperlukan, agar semakin banyak alternatif yang dapat dipilih oleh pencari keadilan dalam menuntutkan apa yang menjadi haknya.

Sistem hukum acara harus lengkap. Sistem hukum acara yang baik harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk kepentingan penuntutan hak ke pengadilan, baik menyangkut penuntutan hak oleh seseorang atau oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas. Proses penegakan hukum melalui pengadilan yang tidak memadai, akan mendorong pencari keadilan untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Ketiadaan atau kurang lengkapnya sarana yang dapat dipergunakan oleh sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas untuk menuntut haknya melalui pengadilan atau lembaga lainnya di luar pengadilan, misalnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, dapat menimbulkan kerawanan sosial atau tindakan kekerasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Durkheim, kekerasan hanya akan terjadi apabila cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional (lewat budaya, hukum atau agama) tidak lagi memadai. Untuk menghindari kerawanan-kerawanan tersebut diperlukan sarana yang memadai bagi masyarakat untuk dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Pada tahun 1997, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di Indonesia telah diperkenalkan mekanisme pengajuan sengketa lingkungan hidup ke pengadilan secara perwakilan, yakni pengajuan gugatan oleh sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan bunyi Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUPLH, dapat diketahui bahwa untuk mengajukan gugatan secara perwakilan harus dipenuhi dua syarat yakni, (1) jumlah masyarakat yang demikian besar sebagai pihak yang berkepentingan, (2) ada kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan antara wakil yang akan maju ke pengadilan dengan seluruh anggota masyarakat yang akan diwakilinya. Berdasarkan bunyi Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa untuk mengajukan sengketa konsumen secara class action harus dipenuhi syarat-syarat, (1) adanya sekelompok konsumen sebagai pihak yang berkepentingan, (2) adanya kesamaan kepentingan.

UUPLH maupun UUPK tidak mengatur lebih lanjut, apakah wakil dari sekelompok masyarakat atau wakil dari sekelompok konsumen yang akan maju ke pengadilan harus memperoleh kuasa terlebih dahulu dari kelompok yang diwakilinya. Demikian pula UUK serta PERMA 2 Tahun 1999.

Prosedur class action berasal dari negara-negara dengan sistem peradilan common law. Class action menurut Henry Campbell Black menggambarkan suatu pengertian dimana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili. Diwakilinya sekelompok besar orang oleh seseorang atau lebih anggotanya, bukan karena kelompok tersebut tidak dapat bertindak sendiri dalam hubungan hukum atau tidak mempunyai kecakapan bertindak, akan tetapi karena terlalu banyaknya orang sehingga harus diwakili agar tidak menimbulkan kesulitan administrasi pengadilan.

Dilihat dari pengertian dan syaratnya, gugatan perwakilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) UUPLH beserta Penjelasannya mirip dengan prinsip class action sebagaimana dikenal di negara-negara dengan sistem common law, terutama Inggris (Rule 12 of Order 15 of The English Supreme Court, 1965). Ontario (Rule 75 of The Supreme Court of Ontario Rules of Practice, 1980).

Hukum acara perdata positif Indonesia tidak mengenal prosedur gugatan secara perwakilan sebagaimana dimaksud di dalam UUPLH, maupun prosedur class action sebagaimana diperkenalkan di dalam UUPK dan telah lama dikenal di negara-negara common law.

Dengan adanya kemiripan antara gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 ayat (1) UUPLH beserta Penjelasannya, serta gugatan class action sebagaimana dimaksud di dalam UUPK, dengan gugatan secara class action sebagaimana dikenal di negara-negara common law, ada kemungkinan pembentuk UUPLH dan UUPK ingin mengimplementasikan prinsip-prinsip class action dalam sistem peradilan di Indonesia. demikian pula para pembentuk UUK serta PERMA 2 Tahun 1999.

Lembaga class action merupakan dimensi yang barn dalam hukum acara perdata Indonesia, oleh karena itu implementasinya masih belum jelas. Berdasarkan perbandingan tentang syarat bagi wakil dalam class action di negara-negara common law serta dalam gugatan perwakilan menurut sistem hukum acara perdata Indonesia, maka terlihat ada perbedaan tentang masalah legitima persona standi in judicio dari pihak yang maju ke pengadilan.

Di dalam mekanisme class action, tiap-tiap anggota suatu kelompok mempunyai kesempatan untuk menjadi pihak yang maju ke pengadilan mewakili kelompok tersebut. Dalam kenyataannya, tidak setiap anggota kelompok mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami apa yang menjadi kepentingan kelompok. Apa yang dituntut oleh wakil kelompok belum tentu merupakan kepentingan kelompok. Di sisi lain prinsip hukum acara perdata Indonesia tentang pihak yang dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan adalah point d'interet point d'action.

Menurut sistem hukum acara perdata Indonesia, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata meliputi manusia serta badan hukum melalui wakilnya. Di sisi lain, prinsip class action dalam pengertian yang sebenarnya tidak memberikan legitima persona standi in judicio pada badan hukum atau corporation untuk mewakili kepentingan kelompok.
 Aspek-aspek dalam prinsip legitima persona standi in judicio yang ingin diterapkan di Indonesia dalam pengajuan gugatan secara class action masih belum jelas, karena gugatan class action sendiri masih merupakan dimensi baru dalam hukum acara perdata Indonesia. di sisi lain pelanggaran terhadap prinsip legitima persona standi in judicio dalam suatu gugatan, akan mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (Niet Ontvankelijk verklaard).

Pada tahun 2002 Mahkamah Agung telah menerbitkan suatu terobosan baru dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class action). Meskipun hanya berbentuk sebuah peraturan Mahkamah Agung dan di dalamnya substansinya tidak lengkap, namun keberadaannya untuk sementara waktu dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam menerima dan memeriksa pengajuan gugatan secara class action sambil terus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat serta menunggu diaturnya acara gugatan class action ke dalam bentuk Undang-undang yang lebih mempunyai kekuatan mengikat dan lebih lengkap.

B. 
Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan hukum yang semakin berkembang dengan baik di Indonesia saat ini, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang banyak ditemui karena adanya pengaruh perkembangan tadi.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen ?

2. Bagaimana implementasi class action dalam rangka perlindungan konsumen ?

3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen ?.
C. 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. 
Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :
· Untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

· Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen.


b. 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

· Ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap upaya pengajuan gugatan secara class action kepada pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.

· Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan hukum di Indonesia, khususnya menyangkut gugata secara class action di pengadilan.

D. 
Metode Penelitian

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

c. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR Staatsblad 1848 Nomor 6 dan Staatsblad 1941 Nomor 44

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

a. Kamus Umum Bahasa Indonesia

b. Kamus Inggris – Indonesia

c. Kamus Istilah Hukum

d. Ensiklopedia

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah materi atau bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.
Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum serta pendapat para pakar hukum, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian

BAB  II KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Pekerja 

Secara etimologi pekerja adalah orang yang bekerja dengan mendapatkan upah atau gaji dalam perusahaan. Dalam kamus hukum ditemui pengertian pekerja yaitu orang yang bekerja di bawah perintah orang lain dan mendapat upah. Perihal pengertian buruh dikemukakan oleh Gunawi Kartasapoetra (1985 : 17). Buruh adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para pekerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha atau majikan yang bertanggungjawab atas lingkungan perusahaannya, untuk mana tenaga kerja itu memperoleh upah atau jaminan hidup lainnya yang wajar.

Istilah  buruh ini sangat popular  dalam dunia  perburuhan atau ketenagakerjaan,  selain   istilah  ini  sudah  dipergunakan  sejak  lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda, juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan Istilah Buruh. Pada  zaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah  pekerja  kasar  seperti kuli, tukang,   mandor  yang  melakukan suatu  jenis pekerjaan yang kasar, orang-orang ini disebut “Blue Collar”. Sedangkan orang  yang melakukan  pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan, disebut dengan “Karyawan/Pegawai” (White Collar). Pembedaan yang mengandung konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda, tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.




Namun karena pada masa Orde Baru istilah pekerja khususnya Serikat Pekerja yang banyak diintervensi oleh kepentingan pemerintah, maka kalangan buruh trauma dengan penggunaan istilah tersebut sehingga untuk mengakomodir kepentingan buruh dan pemerintah, maka istilah tersebut disandingkan. 


Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebelumnya hanya menggunakan istilah pekerja saja, namun agar selaras dengan undang-undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menggunakan istilah Serikat Pekerja.


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, pasal 1 angka 6 memberikan pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 3 bahwa Pekerja adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan akan arti imbalan juga perlu dipertegas, sebab pengertian umum tentang imbalan, biasanya hanya diidentikkan hanya dengan uang, padahal ada juga orang yang bekerja, tapi menerima imbalan dalam bentuk barang.


Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian Pekerja diperluas yakni termasuk: 

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun tidak;

2. Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika yang memborong pekerjaan adalah perusahaan;

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.



Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan   pengertian perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

B. Pengertian Upah Minimum 

Upah Minimum adalah suatu standar minimum  yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. 

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang  No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya : tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja. Beberapa dasar pertimbangan dari penetapan upah minimum

1. Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.

2. Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.

3. Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.

4. Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah

5. Kepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.

6. Indikator perkembangan ekonomi Pendapatan Perkapita.

Upah minimum ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur setelah melalui proses perundingan di Dewan Pengupahan baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan adalah sebagai berikut:
1. Anggota terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja (SP), dan Perguruan Tinggi.

2. Perwakilan serikat pekerja ditunjuk dari serikat pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki dalam kelembagaan Dewan Pengupahan Kota.

3. Perbandingan keanggotaan adalah 2:1:1, artinya 2 bagian keterwakilan dari unsur pemerintah, satu bagian keterwakilan dari unsur APINDO, dan satubagian keterwakilan dari unsur serikat pekerja.

4. Berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dewan Pengupahan Kota sendiri memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam rangka:

a. Pengusulan upah minimum kota atau upah minimum sektoral kota

b. Penerapan sistem pengupahan di tingkat kota

2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1999 bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh menteri namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pusat bahwa terkait dengan otonomi daerah yang akhirnya membawa perubahan dalam penetapan upah minimum. 

1. Upah minimum kota harus sama atau lebih besar dari upah propinsi

2. Peninjauan Upah Minimum Kota dilakukan paling sedikit satu tahun sekali

3. Upah minimum kota ditetapkan paling lambat 40 hari sebelum tanggal diberlakukannya upah minimum kota

4. Usulan penetapan Upah Minimum Kota dirumuskan oleh Dewan Pengupahan kota yang merupakan hasil pembahasan dengan pemerintah, serikat pekerja, dan APINDO

5. Usulan Upah Minimum kota disampaikan kepada walikota yang selanjutnya walikota menerbitkan surat rekomendasi walikota perihal upah minium kota

6. Rekomendasi Walikota merupakan dasar dari Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Kota dan sudah harus diterima oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi untuk diberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam penetapan Upah Minimum Kota.

7. Keterlambatan dalam penyerahan rekomendasi oleh Walikota, memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan sendiri Upah Minimum Kota setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi.

8. Pertimbangan yang dilakukan dalam penetapan upah minimum adalah kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Dimungkinkan upah minimum sektoral kota yang besarnya 5% lebih tinggi dari Upah minimum kota. Dalam penetapan upah minimum sektoral perlu dilibatkan organisasi pekerja sektor dan APINDO sektor tersebut.

C. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak)

Sebelum mendefinisikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dalam dunia ketenagakerjaan kerap disebut dengan pekerja kontrak, terlebih dahulu harus diketahui konsepsi tentang perjanjian kerja dalam undang-undang tersebut  diatur di dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa “Perjanjian Kerja adalah perjanjian  antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. 

Dengan adanya ketentuan tersebut memberikan pengertian yang baru  atas definisi  perjanjian kerja, dan  akan  berbeda  konsepsi dengan pengertian perjanjian kerja dalam ketentuan lama, seperti yang ditentukan dalam pasal 1601a KUHPerdata, mengenai Perjanjian Kerja disebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian  dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lain yaitu majikan untuk selama waktu tertentu dengan menerima upah”.

Sementara itu konsepsi pengertian yang ditentukan di dalam pasal 1601a KUHPerdata dan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa subyek dari perjanjian kerja adalah sama yang bersifat individual bukan kolektif, yaitu pekerja dengan pengusaha selaku pemberi kerja. Dalam konsepsi pasal 1601a KUHPerdata obyek yang diperjanjikan adalah bersifat konkret. Pengertian di dalam konsepsi Undang-Undang Ketenagakerjaan, obyek yang diperjanjikan berlainan bukan bersifat konkret tetapi inconcrito, yaitu berupa syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha selaku pemberi kerja.

Selain itu pengertian mengenai Perjanjian Kerja juga diketengahkan oleh seorang pakar Hukum perburuhan Indonesia, yaitu Iman Soepomo (1987 : 57), beliau  mengemukakan bahwa:

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.”

Jika dibandingkan antara kedua batasan tersebut di atas, maka akan terlihat dengan jelas adanya perbedaan redaksi, yaitu bunyi pasal 1601a KUHPerdata hanya menjadikan  pihak pekerja  dan pihak pengusaha sebagai pelaku yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa apa yang dikemukakan oleh Imam Soepomo lebih menampakkan adanya kedudukan hukum yang sama antara pekerja dan majikan itu, sekaligus dapat dirasakan adanya nilai-nilai perjanjian (konsensus), dan bukan sepihak. 

Ketentuan tersebut di atas, menunjukan bahwa kedudukan yang satu, yaitu pekerja, adalah tidak sama dan seimbang  yaitu di bawah. Jika  dibandingkan  dengan  kedudukan  dari pihak  majikan, dengan demikian  dalam melaksanakan  hubungan hukum atau kerja, maka kedudukan hukum antara kedua belah pihak jelas tidak dalam kedudukan sama dan seimbang. Dengan demikian, Djumadi (1992 : 25) bahwa rumusan pengertian tersebut adalah kurang adil. Ketidakadilannya adalah tentang ketentuan yang diuraikan di atas.

Sementara itu, H. M. Laica Marzuki (1990 : 3) menguraikan komponen pengertian perjanjian kerja sebagai suatu jawaban atas perbedaan rumusan ketentuan itu, yaitu:

“a. Pekerja atau buruh;

b. Majikan atau pengusaha;

c. Tenaga Kerja; dan

d. Upah plus”. 

Menurut H. M. Laica Marzuki bahwa istilah buruh yang  terdapat  pada  pasal 1601a KUHPerdata  itu hanyalah  merupakan  istilah  tehnisnya saja yaitu tenaga kerja yang bekerja, sehingga kedudukan pekerja/buruh dalam perjanjian tersebut terjadi karena tenaga kerjanya.
Juga istilah “buruh”  akan membawa suatu pengertian  lahirnya hubungan  yang  tidak  setingkat dan merupakan  bentuk  kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, istilah “buruh” kurang memasyarakatkan  Hubungan Industrial  Pancasila (HIP)   yang  dapat menumbuhkan dan mengembangkan suasana kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Oleh karenanya, istilah buruh disepakati untuk diganti dengan istilah “pekerja” berdasarkan UUD 1945.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa istilah “majikan” dan “pengusaha” harus dibedakan karena tidak semuanya majikan itu adalah pengusaha, misalnya pembantu rumah tangga yang bekerja pada seorang pegawai negeri.
Komponen-komponen dari pengertian perjanjian kerja yang diuraikan  oleh H. M. Laica Marzuki, pada kesimpulan seiring dengan pandangan Imam Soepomo yang melihat bahwa hubungan antara pekerja dan majikan pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Hal ini disebabkan oleh karena yang diperjanjikan hanyalah tenaga kerjanya saja serta antara para pihak itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Dengan demikian pandangan H. M. Laica Marzuki mengenai perjanjian kerja, pada kesimpulan seiring dengan pandangan Imam Soepomo yang melihat bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. Hal ini disebabkan yang diperjanjikan hanyalah tenaga kerjanya saja serta antara para pihak itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
1. Syarat - Syarat Perjanjian Kerja


Sahnya suatu perjanjian kerja tidak terlepas dari ketentuan sahnya suatu perjanjian pada umumnya, yang menurut pasal 1320 KUHPerdata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Untuk lebih jelasnya, maka perlu kiranya dijelaskan keempat syarat di atas. Uraian penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya antara para pihak tersebut haruslah seia sekata terhadap apa yang diperjanjikan. Apabila ada paksaan  atau dwang, kekhilafan  atau dwaling, dan penipuan atau bedrog, maka berarti tidak ada perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Arti paksaan itu sendiri telah ditegaskan dalam pasal 1323, 1324 dan 1325 KUHPerdata, dan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pihak tertentu.

2) Paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu menakutkan orang yang berpikiran sehat dan orang yang bersangkutan merasa terancam.

3) Paksaan juga membatalkan perjanjian, apabila paksaan dilakukan terhadap suami atau istri atau anak-anak atau keluarga.

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Persyaratan ini mengaju pada kemampuan atau kecakapan dari pelaku yang dapat membuat perjanjian tersebut, sedangkan yang dapat menjadi pelaku itu ialah pendukung hak dan kewajiban.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah,

2) Mempunyai tujuan tertentu,

3) Mempunyai kepentingan sendiri,

4) Ada organisasi.

Sedangkan jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam pengertian pasal 1330 KUHPerdata sebagai berikut:

1) Orang-orang yang belum dewasa,

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.



Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka mereka yang termasuk dalam kriteria tersebut di atas tidak bisa membuat suatu perjanjian, dan sebaliknya jika mereka tidak termasuk dalam ketiga kriteria tersebut di atas, maka mereka mempunyai hak untuk membuat suatu perjanjian.

c. Suatu hal tertentu 

Pengertian suatu hal tertentu ialah bahwa perjanjian utu harus menjadikan objek itu tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. 

d. Suatu sebab yang halal 

Yang dimaksud disini adalah sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdata.

Oleh Djumadi (1992 : 15-16) bahwa keempat syarat tersebut di atas harus dipenuhi oleh perjanjian yang sah. Apabila syarat-syarat subyektif yang tidak terpenuhi (point a dan b), maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk memohon kepada Hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut. Setelah adanya permohonan pembatalan perjanjian tersebut dan diputuskan oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barulah perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal  atau dengan perkataan lain, selama perjanjian tersebut tidak dinyatakan batal oleh putusan Hakim Perdata, maka perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal demi hukum dan masih tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.




Apabila syarat-syarat obyektif yang tidak terpenuhi (point c dan d), maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum karenanya  tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal, hal ini karena obyek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum.




Dari beberapa uraian tentang syarat-syarat perjanjian kerja di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah:

a. Syarat-syarat tersebut sifatnya mutlak harus dipenuhi untuk dinyatakan sah, atau sekiranya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja itu tidak sah dan berkekuatan.

b. Syarat-syarat perjanjian kerja itu adalah merupakan syarat yang sifatnya khusus namun syarat perjanjian kerja ini merupakan penjelmaan dari syarat-syarat perjanjian secara umum. Artinya, syarat perjanjian kerja harus berdasar dan bersesuaian dengan syarat-syarat perjanjian yang bersifat umum, sehingga tanpa berdasar kepada hal tersebut, maka perjanjian kerja itu tidak sah.




Dalam pasal 52 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan syarat-syarat bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1) Perjanjian kedua belah pihak

2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur - Unsur Perjanjian Kerja




Unsur pertama yang harus kita pahami  ialah pengertian perjanjian yang tertuang dalam pasal 131 KUHPerdata yang berbunyi bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapa satu orang atau lebih lainnya”.



Dari ketentuan di atas, maka untuk lebih  mengkonsentrasikan pengertian perjanjian tersebut sebagai unsur yang esensial dalam pengertian perjanjian kerja itu, maka perlu diuraikan unsur-unsur perjanjian tersebut. Menurut Abdul Kadir Muhammad (1882 : 79) disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu :


”a. 
Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu;

c. Ada tujuan yang akan dicapai;

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; dan

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian”.



Selanjutnya menurut F. X. Djumialdji (1992 : 19-22) menyebutkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kerja  itu, yakni: 

1. Ada orang di bawah pemimpin orang lain. 


Pengertian diartikan sebagai konsekuensi dari adanya subordinasi. Dengan pengertian ada kedudukan diatas (yang memerintah) ,dan ada kedudukan dibawah yang diperintah, pengertian lain ialah bahwa kedudukan antara pihak itu tidak sama, dan itulah disebut syarat perjanjian kerja. Sedangkan, jika dalam perjanjian tersebut tidak terdapat unsur subordinasi, melainkan hanya unsur koordinasi, maka perjanjian itu bukan perjaanjian kerja, melainkan perjanjian diluar perjanjian kerja itu.

2. Penunaian kerja 


Ini diartikan bahwa pekerjaan itu harus dilakukan sendiri oleh pihak yang menikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan. Dengan pengertian lain, hal ini tidak dapat  diwakili, sehingga pekerja itu meninggal dunia, maka perjanjiaan itu batal demi hukum, atau berakhir.

3. Dalam waktu tertentu 


Akhirnya apa yang di perjanjikan itu harus dilakukan untuk tertentu, Dalam kurung waktu tertentu itu,  pekerja harus melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan. 
Dengan demikian, syarat ini akan menghindari terjadinya pelaksanaan kerja seumur hidup, karena perjanjian kerja yang tidak tertentu waktunya kemungkinan besar pekerja berada dibawah kehendak majikan.

4. Adanya upah 


Upah adalah imbalan dari pengusaha kepada pekerja karena pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981. Upah ini dinyatakan dinilai dalam bentuk uang sebagaimana yang ditetapkan dalam suatu persetujuan.



Hal yang sama juga dikemukakan oleh M. G . Rood (Djumadi : 28) dimana beliau menyebutkan bahwa suatu perjanjian  kerja  baru ada, manakala  di  dalam  perjanjian  kerja tersebut telah memenuhi 4 syarat, yaitu:


“a. 
Adanya unsur work  atau pekerjaan 

b. Adanya unsur service atau pelayanan

c. Adanya unsur time atau waktu tertentu

d. Adanya unsur pay atau upah”.




Jika diperhatikan dari pandangan M. G. Rood tentang unsur-unsur perjanjian kerja itu, maka sejalan apa yang diuarikan oleh F. X. Djumialdji. Meskipun terdapat perbedaan antara keduanya, namun hanya terletak pada peristilahan saja. Alasannya F. X. Djumialdji secara tegas menyatakan dengan istilah “dibawah perintah”, serta penjelasan upahnya kurang mendetail, sedangkan M. G. Rood makna dibawah perintah dikandung dalam istilah “pelayanan atau service” serta penjelasan tentang upah dengan tegas dikatakan dapat berbentuk selain uang sepanjang dalam batas yang ditentukan.



Pada pandangan yang lain, dikemukakan pula oleh R. Iman Soepomo (Djumadi, 1992 : 34) yang melihat adanya 4 (empat) esensi dalam perjanjian kerja, yaitu:

“a. 
Melakukan pekerjaan tertentu;

b. Di bawah perintah;

c. Dengan Upah ; dan

d. Dalam waktu tertentu”.



Apa yang diungkapkan oleh Imam Soepomo juga masih sejalan dengan pandangan-pandangan sebelumnya, oleh karenanya Djumadi (1992 : 35) mencoba menyimpulkan dari rumusan tersebut di atas, sebagai berikut:

a.
Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, pada pokoknya harus dilakukan sendiri ;

b.
Harus dibawah perintah orang lain ;

c.
Pekerjaan tersebut memenuhi prestasinya, berhak mendapatkan upah, sebaliknya si penguasa wajib untuk membayar upah tepat pada waktunya.



Lain pula halnya dengan Sendjum W. Manulang (1990 : 64) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang menentukan adanya hubungan kerja yaitu:

”a. 
Adanya pekerjaan yang harus dilakukan ;

b. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/pengusaha); dan

c. Adanya upah.”




Meskipun Sendjum W. Manulang mengemukakan istilah faktor dan hubungan kerja, tetapi  jika dihayati, maka istilah ini mengarah kepada maksud unsur-unsur juga. Hal ini jelas, karena beliau berpendapat bahwa salah satu dari unsur itu tidak ada, maka hubungan kerja itu dipandang tidak ada pula.



Perbedaan pendapat yang membenarkan adanya pengertian bahwa dalam hubungan kerja atau perjanjian kerja harus terdapat sub-ordinasi (hubungan dibawah perintah, namun oleh H.M. Laica Marzuki membantah tersebut. Beliau melihat bahwa sama sekali pekerja tidak dibawah perintah majikan/pengusaha, melainkan mereka mempunyai kedudukan yang sama yaitu adanya hak dan kewajiban yang seimbang.



Meskipun perbedaan pendapat menyangkut adanya dibawah perintah, membawa kecenderungan besarnya pemahaman terhadap digunakannya istilah dibawah perintah, sehingga akan selalu menempatkan pekerjaan bukan saja sebagai subyek dalam perjanjian, tetapi sekaligus sebagai obyek perjanjian.

3. Bentuk - Bentuk Perjanjian Kerja




Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 51 ayat 1 menyebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/tertulis. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. 
Prosedur Class Action Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002
Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Hakim dapat memberi nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok. Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak. sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara yang dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah, seperti : kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap​tahap :

1. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;

2. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

Pemberitahuan yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf a tentang mekanisme pernyataan keluar. Pemberitahuan memuat :

a. 
nomor gugatan, identitas penggugat dan para penggugat sebagai wakil kelompok, serta pihak tergugat atau para tergugat; penjelasan singkat tentang kasus;

b. penjelasan tentang pendefinisian kelompok;

c. penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;

d. penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;

e. penjelasan tentang waktu, yaitu : bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar yang dapat diajukan ke pengadilan;

f. penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;

g. apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok yaitu tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

h. formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

j. 
penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub-kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian, seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Ketentuan tentang penggantian pengacara sebenarnya tidak tepat apabila dicantumkan di dalam Pasal 2, sebagai syarat untuk dapat diterimanya pengajuan gugatan secara class action. Di berbagai negara tidak ada yang mencantumkan penggantian pengacara sebagai syarat class action. Penggantian tersebut diatur di dalam aspek prosedural yang lain dan yang relevan untuk diganti, sebenarnya juga bukan pengacaranya, akan tetapi wakil kelompoknya, yakni dalam hal wakil kelompok tersebut mengundurkan diri atau oleh hakim dalam perjalanan waktu selama pemeriksaan, dianggap tidak jujur atau tidak sungguh-sungguh dalam mewakili dan membela kepentingan kelompoknya.

Tidak dianutnya syarat jumlah minimum anggota kelompok dalam PERMA tersebut juga menuntut keberanian dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan hukumnya, dalam hal memutuskan, apakah gugatan dengan suatu jumlah tertentu anggota kelompoknya, dapat diajukan secara class action atau tidak.

Pasal 3 (1) huruf b PERMA 1/2002 meneiitukan bahwa di dalam surat gugatan, definisi kelompok hams dicantumkan secara "rinci dan spesifik", walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Ada kekhawatiran bahwa hakim akan menafsirkan ketentuan tersebut dengan mensyaratkan bahwa jumlah anggota kelompok harus sudah pasti. Apabila terjadi demikian, maka wakil kelompok akan mengalami kesulitan dalam hal anggota kelompoknya menyebar ke berbagai wilayah dengan jumlah yang tidak tercatat. Misalnya saja, para konsumen mie instant merek tertentu di seluruh wilayah Indonesia, konsumen rokok merek tertentu di seluruh wilayah di Indonesia. Bagaimana cara menghitungnya? Di Australia, penentuan jumlah anggota kelompok secara pasti justru tidak perlu. Idealnya, jumlah keseluruhan anggota kelompok sudah dapat disebutkan secara pasti, akan tetapi apabila ada kesulitan untuk menghitungnya, maka akan dirasa cukup apabila ada perkiraan jumlah yang mendekati kebenaran. Dalam kasus gugatan class action dengan tuntutan pembayaran ganti kerugian, jumlah yang pasti dari keseluruhan anggota kelompok barangkali relevan (sekalipun untuk menghitungnya sering ada kesulitan) untuk menentukan besarnya ganti kerugian, akan tetapi untuk tuntutan yang lain, misalnya perintah agar tergugat meminta maaf, menutup usahanya, pernyataan bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, maka syarat "jumlah anggota yang sudah pasti" menjadi tidak relevan.

Hal yang agak berbeda dengan prosedur pemeriksaan gugatan sebagaimana diatur dalam HIR dan Rbg, diperkenalkan oleh PERMA 1/2002, yakni adanya penetapan hakim pada awal proses pemeriksaan, tentang boleh tidaknya gugatan diajukan secara class action (Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3). Di negara-negara lain hukum acaranya memang demikian, akan tetapi hukum acara perdata positif Indonesia, sebelumnya tidak mengenal mekanisme seperti itu. Dalam sistem hukum acara perdata positif Indonesia, persoalan tentang prosedur beracara akan diberikan putusannya bersama-sama dengan dijatuhkannya putusan terhadap pokok perkara, yakni di akhir pemeriksaan pokok perkara. Dengan diperkenalkannya mekanisme penetapan hakim tentang persoalan prosedur beracara pada awal pemeriksaan, akan mendukung peradilan yang lebih sederhana cepat dan murah, karena kesalahan yang sifatnya hanya prosedural langsung dapat diberikan putusannya, tanpa harus menunggu terlebih dahulu proses pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Prosedur penentuan keanggotaan kelompok yang dianut di Indonesia berdasarkan PERMA 1/2002 adalah dengan pernyataan keluar atau opting out -(1ihat Pasal 8). Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, prosedur ini memang lebih sederhana dari prosedur opting in dan akan menghasilkan keanggotaan kelompok yang jauh lebih besar dari segi jumlah. Keuntungannya, apabila gugatan dikabulkan, putusan hakim akan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang.

Pemberitahuan tidak hanya cukup dilakukan pada dua tahap, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) PERMA 1/2002, akan tetapi juga perlu pada tahap pertengahan proses, yakni apabila terjadi penggantian wakil kelompok, atau wakil sub-kelompok karena dianggap tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam membela kepentingan kelompok, atau karena wakil kelompok mengundurkan diri, kemudian dalam hal gugatan tidak dilanjutkan.

Masih banyak aspek-aspek lain dalam prosedur class action yang perlu mendapat pengaturan, misalnya apakah anggota kelompok berhak mengajukan usul penggantian wakil yang maju dengan alasan tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh, kalau dapat kapan harus diajukan, apa sanksinya apabila wakil kelompok tidak segera melakukan pemberitahuan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan, siapa yang wajib menanggung vorsekot beaya perkara, apakah wakil kelompok dapat mengundurkan diri, apakah anggota kelompok dapat menjadi saksi di persidangan, bagaimana cara pembuktian bahwa seseorang yang mengajukan tuntutan pendistribusian ganti rugi berdasarkan putusan hakim adalah anggota kelompok, bagaimana cara pembuktian mengenai besarnya kerugian yang dialami oleh anggota kelompok yang menuntut tersebut, apakah kewenangan wakil kelompok tersebut juga sampai pada tingkat upaya hukum, bagaimana seandainya wakil yang maju tidak mengajukan banding, padahal kebanyakan anggota kelompok menginginkannya, dan sebagainya.

Prospek penerapan gugatan secara class action di Indonesia sangat tergantung dari keberanian hakim untuk mengembangkan apa yang sudah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, dengan cara melakukan penemuan hukum, sambil menunggu pengaturan prosedur tersebut secara lebih lengkap dalam Undang-Undang.

B.
Implementasi Class Action Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
Pengakuan class action diketahui setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkembangan class action di Indonesia dibagi menjadi 2 periode
(http://www.antikorupsi.org):

1. 
Sebelum adanya pengakuan class action

a. Kasus RO Tambunan Vs Bentoel Remaja, Perusahaan IkIan, dan Radio Swasta Niaga Prambors (1987)

b. Kasus Muchtar Pakpahan Vs Gubernur DKI Jakarta dan Kakanwil Kesehatan DKI Tahun 1988 (kasus endemi demam berdarah) di PN Jakarta Pusat.

c. 
Kasus YLKI Vs PT. PLN Persro (Perkara No. 134/PDT.G/PN.Jkt.Sel), kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan.

2. 
Sesudah adanya pengakuan class action

a. Gugatan 27 nelayan mewakili 1145 kepala kekluarga Vs 3 perusahaan badan hukum di Metri Lampung (Perkara No. 134/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel).

b. Gugatan Yulia
Erika Sipayung mewakili 1.016.929 penduduk kabupaten Tuban Vs Komisi A DPRD Tuban (Perkara No.
55/PDT.G/2000/PN.Tuban).

c. Gugatan yayasan LBH Riau (Firdaus Basyir) Vs 4 perusahaan perkebunan di Riau dalam kasus asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Perkara No. 32/PDT/G/2000/PN/PBR).

d. Gugatan 139 penarik becak mewakili juga 5000 orang penarik becak di Jakarta Vs Pemerintahan RI eq. Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perkara no. 50/PDT.G/2000/PN.Jkt.Pst).

e. Gugatan 37 warga Deli Serdang Vs DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Bupati Deli Serdang (Perkara No. 134/PDT.G/2001/PN.LP). Gugatan Ali Sugondo Cs (10 orang) mewakili 34 juta penduduk Jawa Timur Vs 18 Anggota Koraisi B DPRD Propinsi Jawa Timur (kasus perjalanan studi banding para anggota DPRD Jawa Timur) (Perkara No. 593/PDT.G/2000/PN.SBY).

f. Gugatan Didik Hadiyanto Cs Vs Saleh Ismailo Iskandar SH (anggota DPRD Jawa Timur) dalam kasus "Pernyataan Surabaya Kota Pelacur, Kota Sampah, dan Kota Banjir" (Perkara No. 210/Pdt.G/2001/PN.SBY).

g. Gugatan class action Perwakilan korban kecelakaan kereta api di Brebes Vs PT. Kereta Api Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Mei 2002.

h. Gugatan SPI (Serikat Pengacara Indonesia) Vs Ketua Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Bambang Sungkono sebagai tergugat I, 14 orang anggota Komisi D DPRD DKI sebagai tergugat II, Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin sebagai tergugat III dan PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) sebagai tergugat IV, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan mei 2001.

i. Gugatan 9 konsumen (class representatif) gas elpiji sebagai perwakilan konsumen elpiji se-Jabotabek (class members) Vs Pertamina atas kenaikan harga gas elpiji di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bulan Oktober 2001.

j. 
Gugatan pengungsi Timor-Timur Vs Pemerintah RI di PN Jakarta Pusat bulan November 2001.

k. Gugatan pedagang kaki lima (PKL) yang menjadi korban gusuran di Karang Anyer Jakarta Pusat Vs Gubernur DKI Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2001.

l. Gugatan 15 warga DKI Jakarta Vs Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Jabar R Nuriana atas peristiwa banjir yang terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2002 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2002.

. Gugatan Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (Komparta) yang diwakili 17 orang Vs Gubernur DKI Jakarta dalam kasus kenaikan tarif air minum (Perkara No. 126/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst)

Berdasarkan pengelompokkan periode class action di atas, dalam penelitian ini yang digunakan untuk dilakukan analisis adalah: Gugatan Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (Komparta) yang diwakili 17 orang Vs Gubernur DKI Jakarta dalam kasus kenaikan tarif air minum (Perkara No. 126/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst).

Para pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta (Komparta) sabagai penggugat yang diwakili oleh :

a. H. Encep Syaiful 
b. Achmad Djiddan Safwan

c. Sudirman

d. Darma Santi

e. Agus Bakri

f. Bunyamin

g. Joko Budianto

h. Surachman

i. H. Sumasaleh

j. A. Achmad

k. Sarudji HS

l. Paijo

m. Yetty Yuniarti

n. A. Kosim

o. M. Jamil

p. Trisya Bin Langen

q. Asrul Darma

2. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tergugat I

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota, tergugat II

Dalam gugatan tersebut ditegaskan bahwa penggugat mengunakan mekanisme atau gugatan perwakilan kelompok (class action) yang sudah diakui doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi sekaligus juga mewakili komunitas pelanggan air minum Jakarta yang mengalami kerugian akibat kenaikan tarif air tersebut.

Dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (class action) adalah:

1. Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

2. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah pemerintah sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Kategori perbuatan melawan hukum tergugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan tersebut:

1. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.


Berdasarkan ketentuan tersebut, terbukti tergugat I dan tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap masyarakat pelanggan air minum Jakarta (konsumen) dengan cara menaikkan air minum dengan menempatkan parameter mengutamakan kepentingan mitra swasta asing yang dalam hal ini PT. Palyja dan PT. TPJ prioritas pertama berdasarkan naskah perjanjian kerjasama operasional (KSO) yang mengharuskan kenaikan tarif air minum dilakukan secara berkala (otomatis) enam bulan sekali.


Secara substansial, meski dalam KSO itu juga memuat pasal yang menyatakan, "bahwa penentuan besaran tarif harus disesuaikan dengan tingkat daya beli masyarakat", tetapi dalam implementasinya tidak berorientasikan kepada ukuran kcmampuan/daya ben konsumen, sehingga tidak sesuai dengan yang tersurat dalam naskah perjanjian KSO tersebut.


Berdasarkan fakta di atas, terbukti dengan jelas dalam kenaikan tarif air minum, tergugat I (mengusulkan) dan tergugat II (menyetujui) telah melanggar ketentuan Pasal 2 UnaatIg-Unamkg No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. 
Ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan, pelaku usaha mempunyai kewajiban: memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.


Berdasarkan ketentuan di atas, dalam hal ini tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menaikkan tarif air minum, menggingat kenaikan tersebut belum cukup disosialisasikan ke masayrakat pelanggan air minum menurut ukuran standar dari layaknya sesuatu sosialisasi sebelum dilakukannya suatu kebijakan. Bahkan masyarakat pelanggan air minum Jakarta belum paham sepenuhnya akan mekanisme penggolongan (klarifikasi) tarif air dan cara perhitungannya. Di samping juga belum adanya transparansi terhadap alasan yang menjadi parameter kenaikan tarif.

Kerugian materiil maupun immateriil yang diderita konsumen pelanggan air minum sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan tersebut antara lain : 

1. 
Fakta umum, kerugian yang diderita konsumen pelanggan air minum meliputi:

a. Daerah Jakarta Selatan, Menteng Atas Dalam, tekanan air kecil berwarna kecoklatan (tanpa penjelasa), air sering berbau amis, air sering berbau kaporit, rekening sudah dibayar tagihan muncul lagi;

b. Daerah Jakarta Barat J1. Mandala X-IX, Tomang, air sering tidak mengalir tanpa pemberitahuan, berbau kaporit, tekanan air kecil, keluhan konsumen tidak ada tanggapan, pencabutan/pemutusan air tidak melalui klarifikasi terhadap konsumen, air berwarna kecoklat​coklatan;

c. Daerah Jakarta Utara, Jl. F. Gang G1 Kel. Rawa Badak, air kadang​kadang keruh;

d. Daerah Jakarta Timur, Klender, berbau kaporit, tekanan air kecil, keluhan konsumen tidak ada tanggapan, pemutussan air tidak melalui proses klarifikasi terhadap konsumen, berwarna kecoklat-coklatan. 
2. 
Fakta kerugian yang diderita para wakil penggugat meliputi:

a. H. Encep Syaiful, air sering tidak menggalir dan tanpa pemberitahuan.

b. Achmad Djiddan Safwan, air sering tidak mengalir tanpa pemberitahuan, berwarna kecoklat-coklatan.

c. Sudirman, air kadang-kadang berbau amis.

d. Darma Santi, menyala mulai jam 20.00-06.00, air keruh.

e. Agus Bakri, air kadang-kadang berbau.

f. Bunyamin, air sering tidak mengalir, air kadang-kadang berbau amis dan tekanan kecil.

g. Joko Budianto, air sering tidak mengalir, berbau kaporit, tekanan air kecil dan keluhan tidak ada tanggapan.

h. Surachman, pencabutan/memutuskan aliran tidal( melalui proses klarifikasi terhadap konsumen, air berbau kaporit dan tidak mengalir.

i. H. Sumasaleh, air kadang-kadang berbau, tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya, kadang-kadang berwarna kecoklat​coklatan.

j. A. Achmad, air tidak mengalir tanpa pemberitahuan dan tekanan air kecil.

k. 
Sarudji HS, air tidak mengalir sejak pemasangan, air sering tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya, air keruh berwarna coklat dan rekening dibayar tapi muncul lagi.

1. 
Paijo, air tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tekanan air kecil.

m. Yetty Yuniarti, air menyala mulai jam 18.00-06.00 dan air keruh.

n. A. Kosim, sering tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya, air keruh, berwarna kecoklat-coklatan.

o. M. Jamil, air sering tidak mengalir, tekanan air kecil dan air kadang​kadang keruh.

p. Trisya Bin Langen, air tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya, tekanan air kecil dan air berwarna kecoklat-coklatan (tanpa penjelasan).

q. 
Asrul Darma, air sering tidak mengalir tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tekanan air kecil.

Berdasarkan uraian di atas, para penggugat beserta masyarakat pelanggan air minum (konsumen) yang diwakili kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan:

Dalam eksepsi: menolak eksepsi para tergugat keseluruhannya, atau setidak​tidaknya tergugat I dan tergugat II.

Dalam pokok perkara:


Primair:

1. Menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa para penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepantingan konsumen masyarakat pelanggan air minum Jakarta yang kecewa dan membebaskan akibat kenaikan tarif air; Menerima gugatan komunitas pelanggan air minum Jakarta yang diwakili oleh para penggugat, untuk seluruhnya;

3. Menyatakan bahwa para tergugat atau setidak-tidaknya untuk tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan para penggugat dalam perkara ini, yang isinya memerintahkan kenaikan air 40 % yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dibatalkan demi hukum;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi;

7. 
Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negari Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk dapat melihat apakah gugatan yang diajukan dalam kasus di atas dapat dikategorikan sebagai gugatan class action atau bukan, hams memenuhi aspek unsur-unsur maupun syarat-syarat gugatan class action. Dari ketentuan​ketentuan class action yang ada pada beberapa negara common law serta dari pandangan-pandangan yang ada, secara umum class action dapat diberikan pengertiannya sebagai pengajuan sengketa ke pengadilan oleh atau terhadap seseorang atau lebih, yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili sekelompok orang, atas dasar adanya kesamaan kepentingan, yang meliputi kesamaan fakta, permasalahan hukum serta tuntutan. 
Sesuai dengan pengertiannya, untuk dapat dikatakan sebagai gugatan secara class action, harus dipenuhi dua unsur utamanya, yakni adanya wakil yang maju ke pengadilan, serta kelompok yang kepentingannya diwakili oleh pihak yang maju ke pengadilan tersebut. Unsur pertama dalam class action, yakni wakil yang maju ke pengadilan, harus merupakan bagian atau anggota dari kelompok yang diwakilinya. Unsur kedua dalam gugatan class action, yakni kelompok yang kepentingannya diwakili, haruslah tertentu, artinya dapat ditentukan keanggotaannya serta batasan-batasannya.

Selain harus memenuhi dua unsur tersebut, untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan class action, juga harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan. Dari tinjauan pustaka yang ada, negara-negara common law pada umumnya menentukan bahwa syarat-syarat gugatan class action meliputi dua hal, yakni (1) adanya sejumlah besar orang, serta (2) adanya kepentingan yang sama diantara mereka. Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan yang sama dalam berbagai pandangan serta ketentuan tentang class action di negara-negara common law tersebut adalah adanya fakta, permasalahan hukum serta tuntutan yang sama. Amerika Serikat dan Quebec selain menentukan dua syarat tersebut, menambahkan satu syarat lagi, yakni adanya wakil yang dianggap representatif.

Indonesia ternyata juga menganut class action. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 46 (1) huruf b UUPK, yang menyatakan bahwa pembentuk UUPK memang berkehendak untuk mengadopsi prinsip class action. Meskipun di dalam UUPLH tidak disebutkan secara tegas bahwa pembentuk UUPLH mengadopsi prinsip class action, namun dari proses pembuatannya, gugatan perwakilan sebagaimana dianut dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPLH beserta Penjelasannya adalah gugatan class action.

Indonesia menganut prinsip class action dengan syarat-syarat sebagaimana pada umumnya dianut di negara-negara common law, yakni (1) adanya sejumlah besar orang yang (2) mempunyai kepentingan yang sama, yakni adanya fakta, permasalahan hukum serta tuntutan yang sama. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPLH beserta penjelasannya serta ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK beserta penjelasannya. UUPLH merumuskan secara lengkap syarat-syarat class action tersebut, yakni adanya sekelompok besar orang yang mempunyai kesamaan fakta, permasalahan hukum serta tuntutan. Meskipun UUPK hanya merumuskan syarat-syarat class action sebagai adanya sekelompok besar orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun pada hakekatnya syarat-syarat tersebut sama dengan syarat-syarat class action sebagaimana dianut oleh UUPLH serta negara-negara common law pada umumnya, karena pengertian kepentingan yang sama meliputi adanya fakta, permasalahan hukum serta tuntutan yang sama.

Berdasarkan pandangan tersebut, pada gugatan perbuatan melawan hukum, dimana bentuk dan besarnya kerugian yang dialami mungkin sangat kompleks, apabila tuntutan yang diajukan adalah ganti kerugian pembayaran sejumlah uang, maka agar gugatannya dapat diajukan secara class action, alternatif pertama yang dapat dilakukan adalah perlu diadakan pemecahan kelompok ke dalam sub-sub kelompok atas dasar kesamaan bentuk dan besarnya kerugian. Alternatif kedua adalah tidak perlu diadakan pemecahan kelompok, akan tetapi tuntutan yang diajukan hanya berupa pernyataan hakim bahwa penggugat dan seluruh anggota kelompok yang diwakili berhak atas ganti kerugian dari tergugat dengan variabel-variabel tertentu beserta besarnya untuk masing-masing variabel tersebut, yang diberlakukan sama untuk seluruh anggota kelompok. Apabila gugatan dikabulkan, masing-masing anggota berhak minta pembayaran uang dari tergugat sesuai dengan kriteria putusan hakim, dengan cukup mengajukan bukti-bukti besarnya kerugian yang ada.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengajuan Gugatan Secara Class Action Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Belum begitu dikenalnya prosedur class action di Indonesia adalah karena prosedur tersebut masih tergolong baru di Indonesia. Dengan adanya manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan prosedur class action, mestinya untuk pengajuan gugatan yang melibatkan sejumlah besar orang, prosedur tersebut lebih banyak dipilih dibandingkan dengan prosedur konvensional yang berlaku di Indonesia selama ini yakni prosedur kumulasi.

Selain masih belum begitu dikenal secara meluas, dikenalnya prosedur class action di Indonesia waktu itu juga belum diikuti dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan operasional tentang syarat-syarat serta prosedur selanjutnya yang harus dilalui. Ketidakjelasan syarat-syarat dan prosedur yang harus dilalui tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara hakim dengan para pencari keadilan. Apa yang menurut pencari keadilan sudah benar, belum tentu demikian menurut hakim. Ada kemungkinan gugatan yang diajukan secara class action tidak dapat diterima karena menurut penafsiran hakim dianggap tidak memenuhi syarat atau prosedur yang harus dilalui. Adanya kemungkinan penafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan keengganan bagi para pencari keadilan untuk mengajukan tuntutan hak yang melibatkan sejumlah besar orang secara class action. 

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang hanya terdiri dari 11 pasal, substansinya dapat dikatakan masih sangat sumir jika dimaksudkan untuk mengatur keseluruhan prosedur class action. Masih ada banyak aspek di dalam prosedur class action yang belum diatur.

Di dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 ditentukan bahwa :

"Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila :
1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan diajukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

4. Hakim dapat mengajukan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya."

BAB IV PENUTUP
A. 
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini :

1. Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen, berdasarkan Pasal 46 Undang​Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, gugatan perwakilan kelompok (class action) harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi supaya dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen adalah keengganan para konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Keenganan ini disebabkan masing-masing konsumen merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dalam jumlah yang relatif kecil, selain itu juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat konsumen tentang prosedur pengajuan gugatan class action. 
B. 
Saran-saran
1. Dalam rangka mencapai asas penyelenggaraan paradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, maka perlu segera disusun dan diundangkan Hukum Acara Perdata Indonesia yang baru, yang dapat mengakomodir perkembangan masalah-masalah hukum perdata di dalam masyarakat.
2. Khusus yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok (class action), hendaknya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 disempurnakan baik dari isi dan substansinya maupun mengenai kedudukan dari PERMA tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dijadikan pedoman yang baku bagi seluruh hakim di Indonesia dalam menangani gugatan perwakilan kelompok (class action).

3. Hendaknya sosialisasi terhadap pentingnya gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat ditingkatkan sehingga masyarakat akan lebih mengetahui tentang prosedur dan tata cara gugatan perwakilan kelompok, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen, agar supaya hambatan-hambatan dalam pengajuan gugatan secara class action dalam rangka perlindungan konsumen dapat diatasi. 
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